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SUPAT1 bANvuMAs 
PERATURANeup .. -~::::::-~~~~!!!9!!!11!1-- ­ATI BANYUMAs 

NOMOR · n 
' '1 tt-H-v "'I 

~0\.)'. 

TENTANG 

INSENTIF ATAS PENCAPAIAN TAR 
~GIAN uNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN ~ET PENERINIAAN PAJAK BUMI DAN 

:~ e.ANG DI KABUPATEN BAN AN PEDESAAN TAHUN 2004 . YUMAS 

1ingat 

BUPATIBANYUMAS 
' 

a. bahwa be
rd

asarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 
2000 

tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah maka bagi Daerah Kabupaten yang 

dapat mencapai/rnelarnpaui target penerirnaan PBB sektor 

Perkotaan/Pedesaan tahun anggaran sebelumnya mendapatkan 

penghargaan berupa insentif sebesar 35% dari alokasi bagian_ 
Pemerintah Pusat. 

b. bahwa Penghargaan atas pencapaian target PBB tersebut yang 

berupa insentif perlu diefektifkan penggunaannya untuk 

menunjang pelaksanaan keg iatan yang berkaitan dengan 

peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari penerimaan 

PBB. 

c. bahwa pembagian insentif tersebut diatas perlu diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

Undang-undang Nornor -13 Tahun 1950 tentang P~m~entukan 

1. Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan PropInsI Jawa 

N tahun 1950 Nomor 24, Benta Negara Tengah; (Lembaran egara 

tanggal 8 Tahun 1950); . 

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
2. Undang-undang Nomor 1985 Nomor 68, Tambahan 

b Negara Tahun 
Bangunan (Lem aran b aimana telah diubah 

Nomor 3312) se ag 
Lembaran Negara h 1994 (Lembaran 

Nomor 12 ta un 
dengan Undang-undang h Lembaran Negara 

1994 Nomor 62, Tamba an Negara Tahun 

Nomor 3569); 



irhatikan 

:\apkan 

3. Undang-undang N 
ornor 32 

Daerah (Lernbaran T ahun 2004 
Lembaran N Negara Tahu tentang Pemerintahan 

egara N n 2004 Norn 
dengan Undan ornor 4437) se . or 125, Tambahan 

9-Undang N bagaimana telah diubah 
Tahun 2005 N omor 8 Tahu 

ornor 108 T n 2005 (Lembaran Negara 
4548); , ambahan Lembara N 

n egara Nomor 

4. Undang-undang N 
omor 33 Tah 

Keuangan antara p . un 2004 tentang Perimbangan 
emenntah Pu 

(Lembaran Negara T sat dan Pemerintahan Daerah 
ahun 2004 

Lembaran Negara N Nomor 126, Tambahan 
omor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah N 
Hasil p . omor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian 

enenmaan PBB 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2000 N 
omor 36); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Seri 0). 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2005 Nomor 1 Seri A) . 

: 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0132/KM.3-

431sKO tanggal 28 Nopember 2005. tentang Otorisasi Anggaran 

Dana Perimbangan Tahun 2005. 

Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900 I 501 /2005 Tahun _2005 
2. . t Tim lntensifikasi dan Ekstens1f1kas1 

tanggal 15 Apnl 2005 ten ang 

Paja Bumi dan Bangunan (PBB). 

MEMUTUSKAN : 

NG INSENTIF ATAS PENCAPAIAN 
PERATURAN BUP Tl TENTA UMI DAN BANGUNAN (PBB) 

TARGET PENERIMAAN PAJAK B N TAHUN 2004 DI 
DAN PEDESAA 

SEKTO PERKOTAAN 

KABUPATE BANYUMAS. 



. Pasa11 
pagian has1I penerimaan PB 

. .,el11 B bag! 
,;ir- paten Banyumas dibagi an Perne . 

I J
9
bu rnenjad· . rintah p 1 r I • usat Yang d'b 

/ g dibagi rata , merupaka 
I 

erikan kepada 

9 
yan n Pend a 

~~ ,,.,erintah Pusat kepada Dae Patan daerah Y . 
1 

• pe,.. rah K b a1tu be ~ a Upat rupa Penerim · 
, ·t rnerupakan insentif kepad en Banyumas . aan bag1an 
senll ' . a Daerah , 

I~ i penenmaan PBB Sektor p d Kabupate 8 nsas e esaan d n anyumas 
re9 ai/rnelampaui rencana peneri an Perkotaan T ah , yang karena 
l caP maan yang telah d' un Anggaran 2004 telah 

Itetapkan. 
Pasal 2 

. n insentif sebagaimana terseb t 
i1bag1a u pasal 1 ayat (2 
·t dan pengadaan sarana/prasarana ) Peraturan ini digunak t k 

1nl1 . . pendukung tu ' an un u 
\llenangani PBB d1 Daerah Kabupaten B gas dan tanggungjawab aparat 

l~ anyumas yan d' 

B

upati selaku penasehat, diberikan alok . g iatur sebagai berikut: 
as1 sebesar: 1.7 %. 

' 1/o . Wakil supati selaku Pembina diberikan 1 4 0 

ens1f1kas1 dan Ekste 'f k . sekretaris oaerah selaku Ketua Tim Int . . , . 
diberikan alokasi sebesar: 1,3 % nsi 

I 
asi PBB Kabupaten, 

e ua im lntens1f1kas1 dan Ekstensifikasi Asisten Pemerintahan Sekda selaku Wakil K t r · . . . 
pBB Tingkat Kabupaten , diberikan alokasi sebesar : 1,2 % . 

ua 1m e rns Penag1han Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Ket r· T k • • 

pBB Tingkat Kabupaten diberikan alokasi sebesar : 1105 %. 

Kepala Bidang Pendapatan Selaku Wakil Ketua I Tim Teknis Penagihan PBB Tingkat 

Kabupaten diberikan alokasi sebesar 1 %. 

Kepala Subbid Pendapatan Lain-lain selaku Wakil Ketua II Tim Teknis Penagihan 

PBB Tingkat Kabupaten diberikan alokasi sebesar 0,65 %. 

Para Kabid dan Kabag TU BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 2,0 %. 

Para Kasubbid dan Kasubbag BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 6, 1 %. 

· Para Stal yang terkait dalam kegiatan pelunasan PBB di BPKD Kabupaten Banyumas 

sebesar 12 %. 

'· Carnal selaku Pengelolala PBB Tingkal Kecamatan beserta petugas pemungut PBB 

dan Kepala Desa/Lurah selaku penanggungjawab Tingkat Oesa/Kelurahan bagi yang 

lunas diberikan alokasi sebesar 15%; 

1

l A. ten Banyumas selaku Angola Tim 

· sisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kabupa 
Int · lokasi sebesar 0,

4 
% 

ensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dibenkan a 



asda selaku anggota 1. 
eaW lfll lnte · · 

919 ar 0.4 %. ns1f1kasi dan ~ 
, ~eP . 5ebes ~kstensifikasl 
> ~95

1 
PBB diberikan ~~ jan Hukum Setda Kabu 

i 9 ea9 . . . Paten Ban u J/i sifikas1 PBB d1benkan alok . Y mas selaku an . 
1" r'.:Ksten as, Sebesar O 40 ggota Tim lntensifikasi 

~ v d 1 1/o . 09 Q gian Pem es Setda Kab 
1a r;a upaten Ban 

, JeP9 han Desa/Kelurahan diber'1k Yurnas, selaku 
r ·nta an alok . Pembina terhadap r,ien . as, sebesar o 4% 
~e i eknis yang d1lakukan oleh , o. 

·9tan aparat PBB 
. ~e9

1 
rto diberikan alokasi sebesar. 50, Yang berkedudukan di KP PBB 

I· Ke . ,o. 
ufWO 

P n sarana dan prasarana penun· 
gadaa Jang dalarn mend k . 

. _pen dan pendataan obyek PBB d'b . u ung keg1atan operasional, 
~enagihan , I enkan alokasi sebesar : 50%. 

Pasal 3 

atu yang menyangkut pembiayaa 
la sesu n sehubungan dengan pelaksanaan 

!~a .. dibebankan pada biaya In n 
ran 1n

1 
sen I atas Pencapaian Target PBB Sektor 

,ralU d'b b 
· n dan Pedesaan yang I e ankan dalam APBD pada Pos lnsentif pada BPKD ,~otaa 
· sanyumas. 
,bupaten 

Pasal 4 

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ,raturan 
' . hari terdapat kekel iruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. (ernud1an 

. ang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ar set1ap or 
1 

atannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. :ngan penernp 

::::::.. . 


